
 

 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang  : bahwa 
Nomor 05 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

Mengingat : 1. Undang
Daerah Otonom Kabupaten
Daerah 
Indonesia 
Republik Indonesia 

2. Undang
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang
(Lembaran Negara  
Tambahan Lembaran Negara 

4. Undang
Negara (Lembaran Ne
5, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang
Keuangan 
(Lembaran Negara 
Tambahan Lembaran Negara 

6. Undang
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi

7. Undang
Peraturan Perundang
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

 

 

BUPATI KARO 

PROVINSI SUMATERA UTARA
 

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR  43 TAHUN 201

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 201
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten
Daerah Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran Negara  
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
5, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569);  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI KARO 

TAHUN 2018 

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

, 

ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

ggaran 2018; 

Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1092); 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang...

7 Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
alam Lingkungan 

Republik 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

3851); 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Tahun 2003 Nomor 47, 

Nomor 4286); 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Tahun 2004 Nomor 

Nomor 4355); 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2004 Nomor 126, 
Nomor 4438); 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Undang... 
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8. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali 
terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor  310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 
Nomor 01); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2018 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo 
Nomor 05 ); 

 

 

18. Peraturan... 
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18. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Keenam atas Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2018 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah 
Rp.1.319.020.016.711,00 bertambah sejumlah Rp. 29.974.603.589,00 sehingga 
menjadi Rp. 1.348.994.620.300,00 dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Pendapatan Daerah 

a. Semula  
b. Bertambah/(berkurang) 

 
Rp. 
Rp. 

 
1.319.020.016.711,00  

29.974.603.589,00 

 
 
 

 
 
 

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.348.994.620.300,00 

    

2. Belanja Daerah 
a. Semula  
b. Bertambah/(berkurang) 

 
Rp. 
Rp. 

1.404.270.116.711,00
197.498.593.171,00

 
 
 

 
 

 
 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1. 601.768.709.882,00 
 Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (252.774.089.582,00) 
    

3. Pembiayaan Daerah 
a. penerimaan 

1) Semula  
2) Bertambah/(berkurang) 

 
 

Rp. 
Rp. 

 
 

85.250.100.000,00 
169.761.655.871,00 

  
 
 

 
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  255.011.755.871,00 

    

 b. Pengeluaran  
1) Semula  
3) Bertambah/(berkurang) 

 
Rp. 
Rp. 

 
0,00 

2.237.666.289,00 

  

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.237.666.289,00 
 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 252.774.089.582,00 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.                        0,00 

 
 

Pasal 2 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum  dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
 

 
Pasal... 
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Pasal 3 
Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

 
Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal   5 November 2018 
BUPATI KARO, 
 
 
 
 
TERKELIN BRAHMANA 

 

Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal  5 November  2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 

 
 
 
 

KAMPERAS TERKELIN PURBA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR ... 


